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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami 

dapat menyusun  Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 

2022 – 2026. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu serta berpedoman kepada RPJMD 

Kota Palu Tahun 2022-2026.  

Metode dan teknik penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah.  

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen ini dengan sebaik-

baiknya, namun disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih memiliki 

berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat terbuka bagi 

penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat untuk 

peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu di masa mendatang.  

   

 
Palu,                           2021 

 

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTA PALU 

  

 

 
 

 

 
 

  Ir. Singgih B. Prasetyo, M.Eng. Sc 
Pembina Muda 

Nip. 19641111 199703 1 003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Renstra strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 

jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

jangka waktu tertentu dengan menganalisis potensi, peluang dan 

kendala yang ada. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 

2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Dinas 

Pekerjaan Umum yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, 

program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Dinas Pekerjaan Umum serta berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026, yang 

akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

selama periode Renstra. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (Renstra –PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini secara substansi 

mengamanatkan penyusunan Renstra –PD untuk periode 5 (lima) 

tahunan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat 

daerah, serta sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur 

kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. 

Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu adalah untuk 

menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kota 

Palu Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan 

maupun pedoman bagi penyusunan RKT dan Renja  Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Palu, serta menjadi arah dan pedoman dalam menyusun 

dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan setiap 
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tahunnya. Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Palu juga memperhatikan muatan-muatan strategi dan arah kebijakan 

dari dokumen  perencanaan lainnya baik ditingkat pemerintah pusat 

maupun ditingkt pemerintah provinsi. 

Proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Palu 2021 -2026 mengacu pada mekanisme penyusunan yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunnan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada garis kebijakan yang 

tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2016 sesuai Visi dan Misi Wali 

Kota Palu. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum 

dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan 

Umum, penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum 

dan penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. 

Pengintegrasian kebijakan dalam Renstra dan RPJMD dilakukan 

melalui tahap asistensi. Asistensi Renstra merupakan kegiatan 

sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara tujuan 

pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan 

indikator-indokator kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD yang 

mengukur tingkat pencapaian sasaran. Penterjemahan indikator-

indikator  kinerja ke dalam target-target pembangunan dalam RPJMD 

yang harus dicapai dilakukan melalui formulasi program dan kegiatan 

dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas pada 

Renstra. Untuk menyelaraskan kegiatan kepuan secara nasional sesuai 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2018 tahun 

2018 tentang Penetapan kelas Jalan berdasarkan fungsi dan intensitas 

lalu lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan 
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Dimensi Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

no. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang 

Pekerjaan Umum, maka Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Palu diarahkan pada peningkatan fungsi Jalan dan penerapan 

Standar Pelayanan Minimal bidang ke Puan. Pembahasan permasalahan 

internal, serta tantangan dan peluang eksternal yang dihadapi Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Palu dalam penyusunan Renstra dilakukan 

dengan menelaah dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Sulawesi Tengah, serta reviu atas pelaksanaan Renja 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sebagai bahan verifikasi untuk 

penentuan isu strategis dan penyesuaian dalam penyusunan rancangan 

akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum. 

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu tahun 2021-

2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu 

Dokumen Renstra Dians Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 dngan 

RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Palu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-

2024, Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021-

2026 dengan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pau Tahun 2021-2041 dan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPM) dalam Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, serta Dokumen 

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dengan Dokumen Renstra 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2021-2026. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Renstra ini disusun berdasarkan pada: 
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1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota 

Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3555); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang 
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Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan penataan 

Ruang; 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6374); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

15.  Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum. 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36); 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 1781); 

25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14); 

26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 

2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8); 

27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah 

Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Palu Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-

2026; 

29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

 Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

dimaksudkan untuk memberikan arah yang ingin dicapai atau 

menjabarkan kebijakan pembangunan daerah dibidang 

infrakstruktur yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 sebagai salah 
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satu bidang-sektor pendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah 

Kota Palu agar menjadi acuan dan pedonan dalam penyusunan Renja 

tahunan yang akan diarahkan pada program dan kegiatan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus sebagai bentuk 

akuntabilias kepada publik. 

b. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

adalah : 

1. Pedoman penyelarasan dalam implementasi strategi dan visi misi 

Pemerintah Kota Palu yang ditetapkan dan Rencana 

Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kota Palu Tahun 

2021-2026; 

2. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan oprasional 

bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang relefan dan disingkronkan kebutuhan 

masyarakat Kota Palu yang selalu berubah; 

3. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, program dan kebijakan 

pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang merupakan dasar 

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan 

menyeluruh; 

4. Pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun; 

5. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan 

pembangunan daerah dibidang infrakstruktur pada tahun 2021-

2026; 

6. Pedoman dalam menyusun rencana anggaran Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Palu; 

7. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana di Kota Palu sesuai dengan 

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu; 
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8. Menyusun dafrat usulan kegiatan sebagai masukkan dari 

masyarakat melalui forum Musrembang. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara sistematis  Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud Dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK KOTA PALU 

2.1  Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Palu 

2.2  Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Palu 

2.3  Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Palu 

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN 

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALU 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Palu 

3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan 

Wakil Wali Kota Palu 
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3.3 Telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Palu 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 

 

 



11 
 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA 
PALU 

 

 

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM 
KOTA PALU 

 
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 

 
Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana tugas 

Pemerintah Daerah di bidang  Pekerjaan Umum  yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Palu  adalah  Peraturan Wali Kota Palu Nomor 

19 Tahun 2017 tentang  Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi pada 

Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan 

di bidang pekerjaan umum. 

2.1.2 Struktur Organisasi 

 Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 

c. Bidang Bina Marga membawahi : 

1. Seksi Pembangunan Jalan 

2. Seksi Pemeliharaan jalan 

3. Seksi Pengelolaan Bangunan Pelengkap jalan 

d. Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya 

1. Seksi Perkotaan dan Drainase 

2. Seksi Pengelolaan Sungai, irigasi dan Pantai 

3. Seksi Pengelolaan Air Bersih 
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e. Bidang Bina Konstruksi membawahi : 

1. Seksi Pembinaan Jasa KOnstruksi dan Pengembangan SDM 

2. Seksi Informasi Jasa Konstruksi 

3. Seksi Pengelolaan Gedung Negara 

f. UPTD Pemeliharaan Peralatan 

g. UPTD Pengujian Laboratorium 

h. UPTD IPLT 
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Gambar 2.1  

Struktur Organisasi Dinas PU Kota Palu 
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Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2021 
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2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

a. Tugas 

MemBantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan 

pemerintah di bidang Pekerjaan Umum. Melaksanakan urusan 

Pemerintahan di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta 

Karya, dan Bidang Bina Konstruksi serta tugas pembantuan. 

b. Fungsi 

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum; 

2. Pelaksanaan kebijaan di Bidang Pekerjaan Umum; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 

Bidang Pekerjaan Umum; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas pada dinas Pekerjaan Umum; 

dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah 

terkait tugas dan fungsi. 

c. Susunan Organisasi 

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu mempunyai tugas 

membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum.  

Melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Bina Marga, 

Sumber Daya Air dan Cipta Karya dan Bidang Bina 

Konstruksi. 

 

2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana, progam dan anggaran/keuangan, perlengkapan dan 

aset, kepegawaian, rumah tangga dan koordinasi perumusan 

kebijakann Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta evaluasi dan 

akuntabilitas pelaksanaan kinerja serta menyiapkan laporan 

Untuk melaksanakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan 

kepegawaian dan umum,keuangan dan asset, serta 

perencanaan dan program; 
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b. Penyiapan bahan pengoordinasian dan pengelolaan 

kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta 

perencanaan dan program; 

c. Penyerapan Bahan Pembinaan Teknis 

Operasional,Pelayanan Administrasi, Keuangan, Aset, 

Kepegawaian, Rumah Tangga dan Umum; 

d. Penyiapan Bahan dan Pengendalian dan Pemantauan 

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan, Aset, 

Kepegawaian, Rumah Tangga dan Umum; 

e. Penyiapan Bahan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 

Pelaksanaan Urusan Kesekretarian; dan 

f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan 

Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya; 

 

 Sub Bidang Kepegawaian dan Umum 

Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Umum 

melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan 

urusan persuratan, rumah tangga sesuai dengan rencana 

Dinas Pekerjaan Umum untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas setiap unit organisasi 

Untuk melaksanakan tugas, kepala sub bagian 

kepegawaiaan dan umum mempunyai fungsi ; 

a. Melaksanakn penyusunan rencana program dan 

kegiatan  sub bagian kepegawaian dan umum; 

b. Melaksanakan surat-menyurat dokumentasi dan 

kearsipan; 

c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor serta urusan rumah tangga, 

perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban 

kantor; 

d. Melaksanakan Menyusun bahan ketalaksanaan 

tugas dinas; 
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e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian 

berkenan dengan informasi kepegawaian, kenaikan 

pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu 

istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, 

pendidikan pelatihan, dan ujian dinas; 

f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dn 

penyelenggaran rapat dinas; 

g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan 

terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran 

disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan 

yang berlaku; 

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub 

bagian kepegawaian dan umum; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;   

 

 Sub Bidang Perencanaan Program dan Keuangan 

Kepala sub bidang Perencanaan program dan keuangan 

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan dan aset 

sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan 

untuk menunjang program dan kegiatan masing-masing 

unit organisasi. Untuk melaksanakan tugas, kepala sub 

bagian perencanaan program dan keuangan mempunyai 

fungsi : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program 

dan kegiatan sub bagian perancanaan program dan 

keuangan; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi 

penyusunan laporan kinerja; 

c. Melaksana penyiapan bahan pengawasan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakn pengelolaan administrasi perjalanan 

dinas; 
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e. Melaksanakan verifikas, akutansi, penatausahaan, 

pembukuan keuangan perbendaharaan, pelaporan 

keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan 

pemeriksaan pembuatan daftar gaji serta tambahan 

penghasilan; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan 

pertanggungjawaban keuangan 

g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan 

terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran 

disiplin sesuai peraturan perundangan – undangan 

yang berlaku; 

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub 

bagian kepegawaian dan umum; dan 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

 

3. Bidang Bina Marga 

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan data bahan, menyusun rencana kegaiatan dan 

program/pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengawasan 

pembangunan, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan 

lainnya 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Marga 

mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan bidan 

Bina Marga; 

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan, 

pembangunan, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap 

jalan; 

c. Penyiapan pelaksanaan penelitian/pengkajian dokumen teknik 

kegaiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan bangunan 

pelengkap lainnya; 
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d. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur 

yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan 

perundang – undangan yang berlaku; 

e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan 

kinerja bidang Bina Marga; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 Seksi Pembangunan Jalan 

Kepala seksi Pembangunan Jalan mempunya tugas dan fungsi 

: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 

seksi pembangunan jalan; 

b. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

kegiatan dan pembangunan jalan. 

c. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan terhadap 

aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai 

peraturan perundangan – undangan yang berlaku; 

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian 

kepegawaian dan umum; dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 Seksi Pemeliharaan Jalan 

Kepala seksi pemeliharaan jalan mempunyai tugas dan fungsi 

: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 

seksi pemeliharaan jalan; 

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data 

c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

kegaitan  pembangunan jalan; 

d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan terhadap 

aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai 

peraturan perundangan – undangan yang berlaku; 
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e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian 

kepegawaian dan umum; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 

 Seksi Pengelolaan Bangunan Pelengkap Jalan 

Kepala seksi pengelolaan bangunan pelengkap jalan 

mempunyai tugas dan fungsi :  

a. Melaksanakan penyusunan rencana profram dan kegiatan 

seksi pengelolaan bangunan pelegkapan jalan 

b. Melaksanakan pengelolaan bangunan pelengkap jalan; 

c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data; 

d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

kegiatan pengelolaan dan pelengkap jalan; 

e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan terhadap 

aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai 

peraturan perundangan – undangan yang berlaku; 

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian 

kepegawaian dan umum; dan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

4. Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya 

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya mempunyai 

tugas menyusun rencana kegaiatan dan program, 

penelitian/pengkajian dokumen teknik, pembinaan, pengawasan, 

penbangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian 

pengaman sumber daya air, perkotaan dan drainase, serta 

pengelolaan air bersih. 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan 

Cipta Karya mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang 

Sumber Daya Air dan Cipta Karya 

b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, 

pengawasan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan 
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pengendalian serta pengamanan sumber daya air dan cipta 

karya 

c. Penyiapan pelaksanaan penelitian/pengkajian dokumen teknik 

kegiatan pembangunan, pemeliharaan pengelolaan dan 

pengendalian serta pengamanan sumber daya air dan cipta 

karya 

d. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur 

yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan 

perundang – undangan yang berlaku; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja 

bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 Seksi Perkotaan dan Drainase 

Kepala seksi perkotaan dan drainase mempunyai tugas dan 

fungsi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 

seksi Perkotaan dan Drainase; 

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data; 

c. Melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan drainase 

perkotaan 

d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan terhadap 

aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai 

peraturan perundangan – undangan yang berlaku; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian 

kepegawaian dan umum; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

 Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai dan Irigasi 

Kepala seksi pengelolaan sungai dan pantai dan irigasi 

mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data; 
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b. Melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan seksi 

pengelolaan Sungai, Pantai, dan Irigasi 

c. Pengelolaan, pengamanan, pengendalian pengelolaan 

Sungai, Pantai dan Irigasi 

d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan terhadap 

aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai 

peraturan perundangan – undangan yang berlaku; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian 

kepegawaian dan umum; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

 Seksi Pengelolaan Air Bersih 

Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih mempunyai tugas dan 

fungsi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 

seksi pengelolaan Air Bersih 

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data 

c. Melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan jaringan air 

bersih 

d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan terhadap 

aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai 

peraturan perundangan – undangan yang berlaku; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian 

kepegawaian dan umum; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

6. Bidang Bina Konstruksi 

Kepala bidang Bina konstruksi mempunyai tugas menyusun 

rencana kegaiatan dan program ketelitian dan pengkajian 

pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan data badan 

usaha jasa konstruksi dan pengelolaan gedung negara. 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Konstruksi : 

a. Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang 

Bina Konstruksi 
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b. Penyiapan bahan pengelolaan data Badan Usaha Jasa 

Konstruksi dan Pengelolaan Gedung Negara 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian/pengkajian, 

pembinaan pengawasan pengelolaangedung negara dan 

fasilitas umum 

d. Penyiapan bahan penyusun dan pengolah laporan pengelolaan 

data Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Gedung 

Negara 

e. Penyiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur 

yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan 

perundang – undangan yang berlaku; 

f. Penyiapan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

terkait tugas dan fungsinya. 

   

 Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Kepala seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Melaksankan penyusunan rencana program dan kegiatan 

Seksi Pembina Jasa Konstruksi dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

b. Melaksankan pengumpulan dan pengelolaan data 

pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

c. Melaksanakan pembinaan badan Usaha Jasa Konstruksi 

(BUJK) 

d. Melaksanakan pembinaan pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

e. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas 

pelaksanaan tugas seksi pembinaan jasa konstruksi dan 

pengembangan Sumber Daya Manusia 

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi 

Informasi Jasa Konstruksi; dan 
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g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

 Seksi Informasi Jasa Konstruksi  

Kepala Seksi Informasi Jasa Konstruksi mempunyai tigas dan 

fungsi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 

seksi Informasi Jasa Konstruksi 

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dinas 

c. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data Badan 

Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) 

d. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan terhadap 

aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai 

peraturan perundangan – undangan yang berlaku; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi 

Informasi Jasa Konstruksi; dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

 Seksi Pengelolaan Gedung Negara 

Kepala Seksi Pengelolaan Gedung Negara mempunyai tugas 

dan fungsi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan 

seksi pengelolaan Gedung Negara 

b. Melaksankan pengumpulan dan pengelolaan data 

pengelolaan Gedung dan Gedung Negara 

c. Melaksanakan pengkajian/penelitian dokumen teknik dan 

bantuan teknis 

d. Melaksankan Pengaturan, pemanfaatan dan pemeliharaan, 

penaksiran dan penetapan nilai bangunan gedung negara 

dalam rangka hak dan statusnya 

e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplan terhadap 

aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai 

peraturan perundangan – undangan yang berlaku; 
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f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi 

Pengelolaan Gedung Negara; dan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

7. UPTD IPLT 

Kepala UPTD IPLT mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Melaksanakan pengendalian IPLT 

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

  



25 
 

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU 

2.2.1 Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

sebanyak 99 orang Pegawai Negeri Sipil dan 76 orang Pegawai Harian 

Lepas. Klasifikasi berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang 

pendidikan sebagaimana dapat di lihat tabel-dan grafik di bawah ini : 

 

Tabel 2.1 

SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Menurut  

Tingkat Pendidikan. 

No. Pendidikan 
Teknik 

 (Orang) 

Non Teknik 

 (Orang) 

1. Strata Tiga (S3) - - 

2. Strata Dua (S2) 2 8 

3. Strata Satu (S1) 28 15 

4. Diploma Tiga (D3) 19 2 

5. Diploma Dua (D2) - - 

6. Diploma Satu (D1) - - 

7. SLTA 10 13 

8. SLTP - 2 

9. SD - - 

JUMLAH 59 Orang 40 Orang 

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

Tahun 2021. 

 

 
Tabel 2.2  

SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

Menurut Kelompok Umur. 

No. 
Umur  

(Tahun) 

Jumlah  

(Orang) 

1. < 30 - 

2. 30 – 39 17 

3. 40 – 49 55 

4. 50 – 56 21 

5. > 56 6 

JUMLAH 99 Orang 

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

Tahun 2021. 
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Tabel 2.3   

SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

Menurut Golongan. 

No. Golongan 
Jumlah  

(Orang) 

1. IV 4 

2. III 67 

3. II 26 

4. I 2 

JUMLAH 99 Orang 

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum  
Kota Palu Tahun 2021. 
 

 

Tabel 2.4    

SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu  

Menurut Jabatan Struktural. 

No. Eselon 
Jumlah  

(Orang) 

1. II-b 1 

2. III-a 1 

3. III-b 3 

4. IV-a 12 

JUMLAH 17 Orang 

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Palu Tahun 2021. 
 

 
Tabel 2.5   

SDM pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

yang telah Diklat Struktural. 

No. 
Diklat  

(PIM) 

Jumlah  

(Orang) 

1. II - 

2. III 1 

3. IV 9 

JUMLAH 10 Orang 

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Palu Tahun 2021. 
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2.2.2 Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

yang digunakan guna menunjang pelaksanaan tugas dinas, terdiri 

dari: 

Tabel. 2.6 

Sarana Kendaraan pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Palu 

 

No. 

 

Jenis Kendaraan 

 

Jumlah 

Status Kondisi 

Baik Kurang 

Baik 

Rusak 

Berat 

1. Roda 2 36 26 10 - 

2. Roda 4 9 3 6 - 

3. Roda 6 (Dump 

Truck) 

3 3 - - 

4. Roda 6 (Tangki Air) 2 2 - - 

5. Roda 6 (Crane) 1 1 - - 

Jumlah 51 35 16 - 

Sumber : Perencanaan Program, Keuangan dan Aset Dinas PU Tahun 2021 

 

Tabel. 2.7 

Sarana Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

 

 

No. 

 

Jenis Kendaraan 

 

Jumlah 

Status Kondisi 

Baik Kurang 

Baik 

Rusak 

Berat 

1. AC 21 15 2 4 

2. Laptop 28 14 12 2 

3. Komputer 22 13 7 2 

4. Printer 26 12 9 5 

5. TV 3 3 - - 

6. Proyektor 2 2 - - 

7. Kipas Angin 7 4 3 - 
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8. Sound Sistem 2 2 - - 

9. Brankas 2 1 1 - 

10. GPS 3 3 - - 

11. Theodolit 1 1 - - 

12. Mesin Absen 3 3 - - 

13. Drone 1 1 - - 

14. Kamera Digital 6 4 2 - 

15. HT 10 10 - - 

Jumlah 137 73 33 6 

 

Tabel. 2.8 

Sarana Mebeulair pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Palu 

 

No. 

 

Jenis Barang 

 

Jumlah 

Status Kondisi 

Baik Kurang 

Baik 

Rusak 

Berat 

1. Meja 1 Biro 2 2 - - 

2. Meja ½ Biro 45 30 10 5 

3. Lemari Arsip 5 3 2 - 

4. Meja Rapat 12 6 4 2 

5. Kursi Putar 

Sandaran Tinggi 

24 18 3 3 

6. Kursi Tamu / Sofa 3 3 - - 

7. Kursi Rapat 20 20 - - 

8. Meja Direksi 2 1 1  

9. Meja Komputer 8 8 - - 

Jumlah 121 91 20 10 

Sumber : Perencanaan Program, Keuangan dan Aset Dinas PU Tahun 2021 
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Tabel. 2.9 

Sarana Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Palu 

 

No. 

 

Jenis Barang 

 

Jumlah 

Status Kondisi 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Excavator 1 - 1 - 

2. Motor Grader 1 1 - - 

3. Bachoe Loader 1 1 - - 

4. Vibrator Tandem 

Roller  6  

1   1 

5. Vibrator Tandem 

Roller  2  

1 1 - - 

6. Baby Roller 1 - 1 - 

Jumlah 6 4 1 1 

Sumber : Perencanaan Program, Keuangan dan Aset Dinas PU Tahun 2021 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU 

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

merupakan keberhasilan perangkat daerah dalam menyelenggarakan 

pembangunan Infrastruktur di Kota Palu selama kurun waktu lima 

tahun. 

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum  berdasarkan 

sasaran/target Renstra periode Tahun 2021 – 2026 menurut target 

indikator SPM (Standar pelayanan minimal), target indikator kinerja 

kunci dan target indikator bidang pekerjaan umum lainnya.
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Tabel 2.10  

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Palu 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 Persentase kondisi jalan mantap 51,54 59,27 68,16 78,38 90,14 59,6 67,99 53,97 72,06 115,64 114,7 79,2   91,9   0,00

2
Persentase saluran drainase yang 

berfungsi dengan baik
46,04 54,76 66,1 80,84 100 48,77 53,46 57,47 58,68 105,93 97,6   86,9   72,6   0,00

3
Persentase jembatan dalam kondisi 

baik
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,0 100,0 100,0 

4
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam 

kondisi baik
51,54 59,27 68,16 78,38 90,14 51,67 56,84 62,52 68,77 100,25 95,9   91,7   87,7   

5

Persentase drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak 

tersumbat

1,5 1,88 2,35 2,94 3,67 1,75 1,93 2,12 2,33 116,67 102,4 90,1   79,2   

6 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 2,14 4,3 4,82 4,91 9,99 1,15 1,27   1,39   1,53   53,74 29,4   28,9   31,2   

7
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi 

Baik
87,41 86,91 84,92 84,92 84,42 74,12 81,53 89,69 98,65 84,80 93,8   105,6 116,2 

8 Rasio Jaringan Irigasi 11,58 11,85 12,01 12,28 12,52 12,45 13,70 15,06 16,57 107,51 115,6 125,4 134,9 

9
Persentase penduduk berakses air 

minum 
79,27 79,58 79,76 80,13 80,43 81,55 65,21 65,58 65,61 102,88 81,9   82,2   81,9   0,00

10

Proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap air minum layak, 

perkotaan dan perdesaan 

27,15 32,97 38,62 44,09 49,4 25,34 27,87 30,66 33,73 93,33 84,5   79,4   76,5   0,00

11
Jumlah Rumah yang terlayani 

pengolahan Air Limbah Domestik
100 100 100 2,2 2,29 0,00 -     2,2     2,3     

12
Persentase Pelaku Jasa Konstruksi 

yang memenuhi standar kompetensi
50 30 60 19,32 20,36 0,00 -     38,6   67,9   

13

Tersedianya Bangunan Gedung Kantor 

yang sesuai standar bangunan tahan 

gempa

65,22 68,15 70,21 62,9 62,9 0,00 -     96,4   92,3   

Target Renstra Perangkat Daerah 

Tahun ke -
Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke -

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

Target 

NSPK

Target 

SPM/IKK

Target Indikator 

Lainnya /IKU
No.
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Tabel 2.11 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.829.861.309      1.761.183.800      2.351.942.900      3.135.072.858,00    2.319.991.281      1.547.854.494      1.950.924.307      2.385.661.789      81,98 87,89 82,95 76,10 0,77           21-               

2
Program Peningkatan Sarana Prasarana 

Aparatur
3.260.146.001      31.370.201.000    15.312.216.115    19.422.647.600,00  2.999.657.068      22.872.703.705    12.924.904.374    11.220.599.924    92,01 72,91 84,41 57,77 188,33       126             

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber  

Daya Aparatur
237.500.000         0 0 0 46.547.200            -                          -                              19,60 0,00 0,00 0,00 25,00-         25-               

4
Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 53.580.000            65.896.250            19.550.000               46.540.000            56.936.250            8.925.000              0,00 86,86 86,40 45,65 36,84-         15-               

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 65.885.989.285    75.915.525.160    200.446.960.394  86.280.857.009,00  61.243.565.574    53.554.231.907    153.893.606.182  84.986.647.122    92,95 70,54 76,78 98,50 23,32         8                 

6
Program Pembangunan Saluran Drainase / 

Gorong-Gororng
18.483.139.000    10.439.749.000    2.050.681.079      1.591.012.500         18.244.482.000    9.530.322.248      1.777.811.079      1.480.355.418      98,71 91,29 86,69 93,04 225,11       61-               

7
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan
61.268.310.000    31.203.847.170    39.559.861.030    18.186.897.825,00  58.983.071.575    11.289.378.350    31.323.516.444    15.193.181.989    96,27 36,18 79,18 83,54 37,00         14-               

8

Program Pengembangan dan Pengeloaan 

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 

Pengairan Lainnya

16.742.712.000    17.840.738.600    5.298.824.314      4.774.995.600,00    16.291.876.214    8.815.419.399      5.295.715.814      2.998.405.666      97,31 49,41 99,94 62,79 41,89         57-               

9 Program Pengendalian Banjir 131.058.000         2.722.375.000      1.547.880.728      -                                 86.778.000            1.768.323.001      1.547.880.728      -                              66,21 64,96 100,00 0,00 458,52       456             

10
Program Pengembangan Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh
2.852.005.000      1.471.286.000      7.484.340.875      357.870.000             2.773.135.000      1.392.086.000      4.852.139.500      336.165.000         97,23 94,62 64,83 93,93 234,99       1                 

11 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 250.852.000         212.716.000         99.615.000            123.055.000             229.130.000         182.454.000         153.251.000         103.030.000         91,34 85,77 153,84 83,73 10,34         42-               

12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kebimargaan
189.632.500         214.660.300         4.164.691.700      665.135.000,00       186.375.412         153.620.999         3.028.212.823      458.798.143         98,28 71,56 72,71 68,98 424,33       417             

13
Program  Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup
441.703.500         384.434.600         377.416.000         293.004.500             169.705.500         225.568.200         144.226.600         164.992.728         38,42 58,68 38,21 56,31 19,81-         22-               

No. Uraian
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS 
PEKERJAAN UMUM KOTA PALU 

a. Tantangan : 

1. Meningkatnya jumlah kendaraan dengan kondisi melebihi 

standar muatan jalan dan tidak sesuai kelas jalan.  

2. Masih adanya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya 

aksesibilitas. 

3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, 

menyebabkan alokasi yang semula untuk pemeliharaan jalan 

berubah untuk penanganan tanggap darurat. II-18  

4. Semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai 

pembangunan prasarana jalan dibandingkan dengan tuntutan 

kebutuhan yang ada, sehingga diperlukan upaya meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang ada, dan 

mencari terobosan sumber-sumber pendanaan dari masyarakat 

atau swasta.  

5. Peningkatan kelas dan status jalan seiring dengan 

meningkatnya mobilitas.  

6. Sesuai dengan tuntutan masyarakat, diperlukan upaya-upaya 

percepatan pembangunan prasarana jalan, serta peran serta 

masyarakat dan dunia jasa konstruksi yang lebih baik.  

7. Peningkatkan kinerja pelayanan jalan melalui preservasi dan 

peningkatan jalan 

8. Pendataan aset bangunan gedung milik pemerintah yang belum 

teridentifikasi sesuai dengan kewenangannya dan terintegrasi.  

9. Mengoptimalkan pelayanan jaringan irigasi, dimana jaringan 

irigasi yang ada belum dapat berfungsi secara optimal karena 

terjadi kerusakan pada intake akibat banjir,  saluran  belum 

selurunya merupakan saluran permanen dan kurangnya operasi 

dan pemeliharaan jaringan irigasi. 
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10. Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap kenyamanan 

maupun kenyamanan melalui pemenuhan persyaratan teknis. 

11. Meningkatkan kinerja pelayanan saluran drainase dan jaringan 

air bersih 

12. Reformasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM. 

13. Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi.  

14. Pengelolaan aset yang jelas dan terpadu.  

15. Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pengembangan jasa 

konstruksi 

 

b. Peluang : 

1. Peningkatan sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum cukup 

memadai 

2. Melimpahnya bahan bangunan konstruksi jalan dan jembatan. 

3. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, 

sarana dan prasarana di Kota Palu 

4. Adanya peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan  (dalam 

bentuk swakelola), dalam hal pembersihan dainase yang 

tersumbat atau karena sedimentasi. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS 

PEKERJAAN UMUM KOTA PALU 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum 

 

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan 

Umum, Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya beserta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah 

1

 Belum optimalnya kualitas  

pembangunan jalan karena 

minimnya kondisi prasarana 

jalan

Kualitas jalan yang belum 

memenuhi beban standar jalan

1

Jumlah kendaraan yang 

cenderung meningkat setiap 

tahun dengan kondisi melebihi 

standar muatan jalan dan tidak 

sesuai kelas jalan

2

 Masih tingginya kondisi jalan 

dan jembatan kabupaten dalam 

kondisi kurang baik dikarenakan 

rendahnya kualitas jalan, 

bangunan pelengkap dan 

minimnya pemeliharaan

2 1

2

3

3

Belum optimalnya pengelolaan 

air bersih dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari

Masih banyaknya hambatan 

dalam penanganan kebutuhan 

air minum 1

Sumber mata air yang ada jauh 

dari lokasi permukiman

2

3

4

4

Belum tercukupinya kebutuhan 

bangunan gedung  yang 

berketahanan terhadap bencana

2

3

Data base bangunan gedung 

pemerintah yang belum optimal

 Terbatasnya SDM terkait dengan 

penyelenggaraan bangunan 

gedung yang andal dan tahan 

gempa

1

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Belum optimalnya penyelesaian 

permasalahan terhadap daerah-

Masih banyaknya bangunan 

gedung pemerintah dan 

bangunan publik yang kurang 

memadai dan belum layak secara 

teknis

Masih banyaknya daerah-daerah 

yang rawan genangan dan belu 

Masalah Kota palu yang 

merupakan daerah lembah 

sehingga dapat menjadikan 

Pemenuhan bangunan gedung 

pemerintah dan bangunan publik 

untuk pelayanan masyarakat 

tidak sebanding dengan 

ketersediaan anggaranuntuk 

memenuhi kriteria tekins 

bangunan tahan gempa

Masih rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam memelihara 

sarana yang telah terbangun

Perlunya dilakukan pemeliharaan 

saluran drainase dan 

Pemenuhan bangunan air untuk 

pemenuhan infratruktur  tidak 

Masih adanya konflik 

kepentingan dalam pemanfaatan 

sumber air baku yang disebabkan 

adanya kepentingan peruntukan 

sumber air  tersebut untuk non 

air bersih maupun karena 

kendala administratif wilayah

Pelayanan Air Bersih non 

Perpipaan belum terindentifikasi 

secara kuantitatif maupun 

kualitatif berdasarkan kondisi air 

yang dikonsumsi
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Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka secara 

spesifik permasalahan yang melingkupi urusan pekerjaan umum 

adalaah sebagai berikut :  

1. Rusaknya jalan yang diakibatkan oleh beban lalu lintas yang 

melebihi standar, terutama oleh truck kontainer yang sampai 

saat ini belum memiliki rute yang jelas. 

2. Pembangunan jaringan air bersih yang telah direncanakan 

memerlukan biaya yang cukup besar sehingga dibutuhkan 

alternatif pembiayaan diluar APBD Kota Palu 

3. Penyediaan lahan untuk pembangunan beberapa kantor dinas 

belum jelas lokasi serta status lahannya. 

4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan kantor, sehingga 

pembangunan/rehabilitasi kantor sampai sekarang belum 

semuanya selesai / dilakukan secara bertahap. 

5. Rusaknya drainase yang mengakibatkan genangan. 

6. Masih Kurangnya kesadaran masyakat terhadap penyedotan 

limbah domestik  yang menghambat pelayanan 

7. Dukungan alat berat yang masih terbatas 
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3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala 

daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah 

kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan 

pembangunan Tahap III RPJPD Kota Palu. Untuk mencapai 

indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada 

tekanan dan prioritas pembangunan. Visi merupakan arah 

pembangunan atau kondisi masa depan daerah  yang ingin dicapai 

dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). 

Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah 

dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka 

menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka 

panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan 

jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan 

pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota 

Palu Tahun 2021-2026, yaitu: 

 

“MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, 

TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN” 

 

Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota 

Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang 

berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara 

administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang 

undangan.  

 

Mandiri  

Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai 
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inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang 

ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  

 

Aman dan nyaman  

Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang 

dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga 

menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin 

dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang 

berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang 

professional dan selalu hadir melayani.  

Tangguh  

Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan 

infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, 

memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana 

baik alam maupun non alam.   

Profesional  

Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya 

aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien 

serta pelayanan yang selalu hadir melayani.   

Pembangunan berkelanjutan  

Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan 

manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan 

menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan 

serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.   

Kearifan lokal  

Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan local 

sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan 

bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang  berasal dari 

nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi  

penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.  
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Keagamaan  

Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai reliji sebagai 

pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan 

merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta 

lingkungannya.  

 

5.2. Misi  

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk 

mewujudkan tujuan palu yang mandiri, aman dan nyaman, 

tangguh, serta profesional. Empat pilar utama yang akan menjadi 

tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu: 

 a. Ekonomi;  

b. Lingkungan; 

c.Sumber daya manusia (sosial); dan   

d. Pemerintahan.  

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, lingkungan yang aman 

dan nyaman serta berketahanan, dan sdm yang tangguh dan 

adaptif dirangkul dalam pengelolaan pemerintahan yang 

profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan 

lokal dan keagamaan.  

Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman dan 

nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan ditempuh 

dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu 

tahun 2021-2026, yaitu:  

 

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam 

perkembangan ekonomi regional dan global;  

b. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman 

dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap 
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bencana;  

c. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh 

menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi 

terhadap bencana dan covid-19; dan  

d. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir 

melayani.  

 

Misi 1 Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing 

dalam perkembangan ekonomi regional dan global   

Misi 2 Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan  

nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan  

terhadap bencana  

Misi 3 Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh 

menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi 

terhadap bencana dan Covid – 19  

Misi 4 Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu  

hadir melayani   

 

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada 

nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota 

Palu 2021-2026 meliputi:  

 Mandiri – aman – nyaman – tangguh – profesional – berkelanjutan – 

kearifan lokal – keagamaan .Yang digaungkan dengan” Palu Mantap 

Bergerak “ 

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi membangun   

Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional 

dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan 

keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota 

berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan penerapan 

konsep pengembangan kota, yaitu:  

a. Kota cerdas (smart city);  

b. Kota tangguh (resilience city);  

c. Kota hijau (green city); dan  
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d. Kota inklusif (inclusive city).   

Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan 

konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam 

undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam 

negeri nomor 86 tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan 

daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta 

kualitas lingkungan hidup.  

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang terkait dengan 

Visi, Misi serta Program Walikota dan Wakil Walikota tertuang dalam 

misi ke 2 yaitu :  

“ Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman 

dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap 

bencana “  

 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Palu terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu adalah 

meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang handal dan 

berketahanan terhadap bencana. 

Telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu 

keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Palu beserta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Palu terhadap pencapaian visi, misi dan 

program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu dapat dilihat dari tabel 

di bawah ini : 

 

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  DAN RENCANA STRATEGIS 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

  
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi fungsinya, Dinas 
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Pekerjaan Umum Kota Palu tidak terlepas dari kebijakan yang 

dikeluarkn oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berpengaruh terhadap 

kebijakan pekerjaan umum Provinsi. Demikian pula kebijakan Provinsi 

akan berpengaruh terhadap kebijakan pekerjaan umum di Wilayah 

Kab/Kota.  

Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan tujuan dan sasaran 

pembangunan pekerjaan umum yang ada di Kota Palu akan 

berkesinambungan dengan kebijakan ditingkat Provinsi dan Pusat. 

 

Tabel 3.2 

Keselarasan Pokok – pokok Tujuan Pemerintah Pusat, Provinsi 
Sulteng dan Pekerjaan Umum Kota Palu 

 

Pemerintahan Pusat Dinas PU Kota 

Palu  
2021 - 2026 

Dinas Pu 

Sulteng 2021 – 
2026 

Pokok Tujuan : 

1. Peningkatan ketersediaan 
dan kemudahan akses serta 
efisiensi pemanfaatan air 

untuk memenuhi 
kebutuhan domestic, 

peningkatan produktivitas 
pertanian, pengembangan 

energi, industry dan sector 
ekonomi unggulan , serta 
konservasi dan 

pengurangan 
resiko/kerentanan bencana 

alam. 
2. Peningkatan kelancaran 

konektivitas dan akses jalan 
yang lebih merata bagi 
peningkatan pelayanan 

sistim logistic nasional yang 
lebih efisien dan penguatan 

daya saing. 
3. Peningkatan pemenuhan 

kebutuhan dan 
infrastruktur permukiman 
yang layak dan aman 

Tujuan : 

1. Meningkatkan  
kualitas 
infrastruktur 

Jalan yang 
handal 

2. Meningkatkan 
Pemenuhan 

Standar 
Pelayanan 
Minimal bid. PU 

3. Meningkatnya 
kualitas gedung 

yang 
berketahanan 

4. Meningkatkan 
Tenaga Kerja 
Konstuksi yang 

Terlatih di 
Wilayah Kota 

Palu yang 
Dibuktikan 

dengan Sertifikat 
Pelatihan Ahli 

5. Meningkatkan 

Dalam proses 

penyusunan.  
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menuju terwujudnya smart 
living, dengan pemanfaatan 
dan pengelolaan yang 

partisipatif untuk 
meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. 
4. Peningkatan pembinaan 

SDM untuk pemenuhan 
kebutuhan SDM vokasional 
bidang konstruksi yang 

kompeten dan professional 
serta; 

5. Peningkatan 
penyelenggaraan 

pembangunan infrastruktur 
yang efektif, bersih, dan 
terpercaya yang didukung 

oleh SDM aparatur yang 
berkinerja tinggi. 

 

kinerja dan 
kualitas 
pelayanan 

publik Dinas 
Pekerjaan 

Umum 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Tabel 3.3 

Keselarasan Pokok – pokok Tujuan Sasaran Pemerintah Pusat, 
Provinsi Sulteng dan Pekerjaan Umum Kota Palu 

 

Pemerintahan Pusat Dinas PU Kota Palu  
2016 - 2021 

Dinas Pu 
Sulteng 

2016 – 
2021 

Pokok Sasaran : 
1. Meningkatnya 

ketersediaan air 
melalui 

infrastruktur 
sumber daya air 

2. Meningkatnya 

konektifitas 
jaringan jalan 

nasional 
3. Meningkatnya 

penyediaan akses 
perumahan dan 
infrastruktur 

permukiman yang 
layak, aman dan 

terjangkau 
4. Meningkatnya 

pemenuhan 

Sasaran : 
1. Meningkatnya 

infrastruktur Jalan 
dalam wilayah Kota 

Palu 
2. Meningkatnya 

infrastruktur  Air 

Minum dan 
Pengelolaan sistem 

Pengolahan Air 
Limbah Domestik 

3. Meningkatnnya 
Bangunan Gedung 
Kantor yang andal 

4. Meningkatkatnya 
Tenaga Konstuksi 

yang 
berkompetensi  

5. Meningkatnya 

Dalam 
proses 

penyusunan
.  
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kebutuhan SDM 
vokasional bidang 
konstruksi yang 

kompeten dan 
profesional 

5. Meningkatnya 
kualitas tata kelola 

kementrian PUPR 
dan tugas teknis 
lainnya  

akuntabilitas, 
transparansi, dan 
kinerja 

pemerintahan 
Dinas Pekerjaan 

Umum 
 

 

 

 

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN 

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)  

 
3.4.1 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan isu-isu strategis 

dan pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan seperti 

yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis Pasal 9 ayat 1 (disajikan pada Tabel 4.3) yaitu :  

a. Mempertimbangkan karakteristik wilayah  

b. Tingkat penting potensi dampak  

c. Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan  

d. Keterkaitan antara materi muatan kebijakan, rencana, dan 

program  

e. Muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan 

hidup.  

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 

Kota Palu 2021-2026 terdapat 5 (lima) isu strategis yaitu: 

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan; 

3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah; 

4. Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan 

masyarakat; 
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5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan. 

 

Dari 5 lima isu strategis yang termuat dalam KLHS, Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Palu sesuai tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan 

pada poin 1 dan 2. 

 Dari telaahan penataan ruang dan KLHS di atas, faktor-faktor 

faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat 

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat 

Daerah, sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor penghambat:  

a. Sinkronisasi antara program lintas PD belum optimal;  

b. Koordinasi lintas PD/lintas instansi dalam pelaksanaan tugas 

belum optimal;  

 

2. Faktor-faktor Pendorong: 

a.  Adanya peraturan perundang-undangan dalam rangka 

peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; 

b.  Keterbukaan dan kelancaran informasi melalui sarana teknologi 

informasi. 

 

3.4.2 Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Kota Palu  

3.4.2.1  Rencana Struktur Ruang kota Palu 

Rencana struktur ruang wilayah meliputi:  

a. Rencana sistem pusat pelayanan; dan  

b. Rencana sistem jaringan prasarana 

 

3.4.1.2 Pola Ruang Kota Palu 

Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:  

a.   kawasan peruntukan lindung; dan  

b. kawasan peruntukan budidaya. 

 

3.4.3 Faktor penghambat  dan Pendorong Pelayanan OPD 

3.4.2.1 Faktor Penghambat 
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Faktor-faktor penghambatuntuk melaksanakan program-

program di atas adalah sebagai berikut : 

1. Penyediaan lahan 

Penyediaan lahan merupakan faktor penghambat 

utama rencana program-program tersebut di atas. 

Adapun program-program yang diindikasikan akan 

mengalami hambatan terkait penyediaan lahan adalah : 

1. Rencana pembangunan jalan lingkar luar dan 

lingkar pantai. 

2. Rencana pembangunan jalan kiri dan kanan sungai 

palu  

3. Peningkatan jalan yang sesuai dengan hirarki jalan  

4. Pengembangan kawasasan industri  

5. Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah  

 

2. Pembiayaan 

Pembangunan jalan lingkar luar, jalan lingkar pantai, 

jaringan air baku, pengembangan kawasan industri 

dan pembangunan kantor pemerintah membutuhkan 

anggaran yang cukup besar, sementara APBD Kota 

Palu sangat terbatas. 

 

3.4.2.2 Faktor Pendorong : 

Faktor-faktor pendorong untuk melaksanakan program-

program di atas adalah sebagai berikut : 

1. Adanya Dokumen RTRW Kota palu 2010-2030 

2. Adanya Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 

2004 

3. Adanya Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 

tentang jalan 

4. Adanya Dokumen Rencana Pembangunan Investasi 

Jangka Menengah (RPIJM) 2010 – 2015 Khusus Air 

Bersih/Minum 
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5. Adanya sumber dana selain Dana Alokasi Umum 

(DAU) 

 

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan  

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan tertuang dalam 

Rencana Strategis  Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 – 2026 telah 

dilakukan beberapa tahapan antara lain : 

a. Melakukan investigasi di lapangan untuk mengetahui seberapa 

besar permasalahan yang dihadapi yang merupakan faktor eksternal 

Perangkat Daerah; 

b. Melakukan forum diskusi (Foccussed Group Discussion/FGD) untuk 

menentukan permaslahan atau alternatif permasalahan yang 

dihadapi yang merupakan faktor internal Perangkat Daerah dan 

faktor eksternal Perangkat Daerah; 

c. Melakukan analisis permasalahan yang telah ditentukan; 

d. Menentukan skor atau bobot permasalahan sehingga akan didapat 

nilai yang paling tinggi yang akan dijadikan sebagai isu strategis  

 

Dari hasil tahapan dalam menentukan isu – isu strategis Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Palu adalah sebagai berikut: 

1. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk 

dapat memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi 

pengguna jalan. 

2. Pembangunan beberapa gedung kantor Perangkat Daerah  yang 

terhambat karena tidak ada ketersediaan lahan dan pembangunan 

gedung kantor yang mempunyai struktur tahan gempa 

3. Memanfaatkan dan mengelolah dengan baik sumber air baku 

sehingga dapat mengotimalkan pelayanan air bersih/minum dan 



48 
 

mengoptimalkan pemanfaatan debit air untuk kinerja jaringan irigasi 

bag masyarakat. 

4. Menangani seluruh kawasan genangan akibat banjir, kawasan rawan 

banjir dan garis pantai yang terkena abrasi dengan pembangunan 

drainase, pembangunan dinding penahaan dan normalisasi sungai. 

5. Menentukan dan menata batas administrasi Wilayah pelayanan air  

bersih/minum, khususnya Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. 

6. Melakukan koordisasi antar Perangkat Daerah teknis dalam kejelasan 

pembagian tugas dan fungsi. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
 
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN 

UMUM 

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan 

suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan 

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan 

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan 

misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

pada periode tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan  kualitas infrastruktur yang aman, nyaman, dan 

berketahanan bencana.  

2. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas 

Pekerjaan Umum 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran 

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya 

sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada 

penyusunan program dan kegiatan. Dengan berlandaskan tujuan 

yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Palu pada periode tahun 2021-2026 menetapkan sasaran sebagai 

berikut: 

1. Meningkatnya infrastruktur Jalan. 

2. Meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ke 

PU anMeningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. 

3. Meningkatnnya Bangunan Gedung Kantor yang berketahanan. 

4. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum. 
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Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu beserta indikator kinerjanya dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

Kondisi Awal 

Renstra

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 5 6 7 8 9

1

1

26,44 32,18 37,93 44,83 49,43 55,17

2

CC B BB A A A

1
AB BB A A A

Persentase Rumah Tidak 

Layak Huni

Meningkatkan kinerja 

dan kualitas 

pelayanan publik 

Dinas Pekerjaan 

Umum

9,21 8,66

70,24 71,13 72,02 72,90 73,78 74,67

11,40 10,85 10,30 9,75

Meningkatnnya 

Bangunan Gedung 

Kantor yang 

berketahanan

6,27 8,38 10,72

Persentase panjang 

infrastruktur Jalan yang 

handal dan berkualitas
1,34 2,74 4,39 6,27

Nilai Reformasi Birokrasi 

 Meningkatnya 

akuntabilitas, 

transparansi, dan 

kinerja pemerintahan 

Dinas Pekerjaan 

Umum

Meningkatnya 

pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal 

Bidang Ke PU an

Persentase Pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal 

bidakng Pekerjaan Umum

Persentase Gedung 

Pemerintah yang 

berketahanan

Persentase  Bangunan 

Gedung Kantor yang sesuai 

standar bangunan tahan 

gempa

Nilai SAKIP

49,43 55,17

1

26,44 32,18 37,93 44,83

Meningkatnya 

Kualitas infrastruktur 

Jalan

4

Meningkatkan  

kualitas infrastruktur 

yang aman, nyaman, 

dan berketahanan 

bencana 

No. Tujuan Sasaran Indikator / Tujuan / Sasaran
Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-

8,38 10,72

Persentase Jalan yang 

Berkeselamatan
1,34 2,74 4,39



51 
 

BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
 
5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM  

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-

program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan Strategi 

tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaiman tujuan dan 

sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian 

arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan 

merupakan rumusan perencanaan komperensif yang mengacu 

kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran 

Perubahan kedua RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum adalah 

suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan 

target kinerja hasil (outcome) program prioritas Perubahan kedua 

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum. 

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dalam 

mencapai tujuan dan sasaran lima tahun mendatang, diuraikan 

dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

 
VISI :

MISI II :

1 1 1

2 2

2 1 1

2 2

3 1 1

MISI IV :

Meningkatkan layanan jumlah 

rumah tangga yang memperoleh 

layanan pengolahan air limbah 

domestik

Meningkatkan kinerja dan 

kualitas pelayanan publik 

Dinas Pekerjaan Umum

Meninngkatnya Birokrasi 

yang Bersih dan Akuntabel

Menerapkan sistem 

perencanaan, pemprograman, 

pendanaan dan pembiayaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

dan evaluasi yang terpadu

Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani

Tujuan Sasaran Srategi Arah Kebijakan

Menjalankan Sistem 

Pemerintahan yang akuntabel 

dan transparan

Meningkatnya infrastruktur 

Jalan

Meningkatnya pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Ke PU an

Meningkatkan  kualitas 

infrastruktur yang aman, 

nyaman, dan berketahanan 

Meningkatkan kualitas  drainase 

dalam kondisi baik 

Membangun Sistem Drainase 

yang terintegrasi dari hulu ke 

hilir

Meningkatkan kualitas layanan 

rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap air 

minum layak di Wilayah 

Pengelolaan dan 

pengembangan Sistim 

Penyediaan Air Minum (SPAM) 

di Wilayah perkotaan 

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistim Air 

Limbah Domestik

Meningkatkan kualitas 

bangunan gedung yang 

memenuhi standar bangunan 

tahan gempa

Membangun dan 

mengembangkan Sistim 

Struktur bangunan tahan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan 

Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan

Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap 

bencana

Meningkatkan  kualitas  jalan 

dalam kondisi mantap 

Membangun, meningkatkan 

dan memelihara prasarana  

jalan yang terintegrasi dengan 

pusat - pusat kegiatan kota

Meningkatnnya Bangunan 

Gedung Kantor yang 

berketahanan
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan (tahun 2021-2026) 

program –program Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu memprioritaskan 

program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan 

yang bersifat menerus. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan 

sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas 

dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu sebagai upaya untuk 

mewujudkan Visi Pemerintah Kota Palu Periode 2021-2026 melalui 

perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.  

 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 

untuk Tahun 2021-2026 disajikan menggunakan Tabel 6.1.
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Tabel 6.1 
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM 

KOTA PALU 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 
Indikator kinerja Pembangunan Daerah Kota Palu yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Palu periode 2021–2026 menjadi dasar bagi seluruh 

Perangkat daerah (PD) yang ada di Kota palu dalam menyusun Rencana 

Strategis Organisai Perangkat Daerah periode 2021– 2026. Dengan 

demikian indikator capaian pembangunan daerah yang ada dalam 

RPJMD menjadi dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam mencapai 

indikator sasaran program/kegiatan. 

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan 

pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja 

daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan 

daerah sebagai indikator kinerja utama. Oleh karena itu capaian 

indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah ditetapkan untuk 

mendukung tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD. 

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang secara 

langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Palu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran P-RPJMD dapat dilihat pada 

Tabel 7.1 berikut: 
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu   

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 
2020 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik 63,69 67,45 71,56 76,14 81,07 86,23 86,23

2 Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47

3 Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) 87,35 92,07 96,80 100,00 100,00 100,00 100,00

4
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan 

drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)
1,34 2,74 4,39 6,27 8,38 10,72 10,72

5
Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan 

aliran air tidak tersumbat
58,68 61,68 63,18 64,68 66,18 67,68 67,68

6 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 57,81 54,02 50,23 46,44 42,65 38,86 38,86

7 Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik 35,69 36,89 39,28 39,28 40,48 41,68 41,68

8 Rasio jaringan irigasi 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14

9 Persentase penduduk berakses air minum 94,91 95,31 95,71 96,11 96,51 96,92 96,92

10
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan 

terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan
30,44 31,11 31,78 32,45 33,12 33,79 33,79

11
Rasio lias daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang 

dilayani oleh jaringan irigasi
80,14 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14

12

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses 

terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan 

bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah 

tangga diseluruh kabupaten/kota

94,91 95,31 95,71 96,11 96,51 96,92 96,92

13
Peresentase jumlah runah tangga yang memperoleh 

layanan pengolahan air limbah domestik
5,21 5,75 6,42 7,22 8,16 9,23 9,23

14 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota 63,69 67,45 71,56 76,14 81,07 86,23 86,23

15
Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki 

sertifikat kompetensi
38,31 40,81 44,56 48,31 52,06 55,81 55,81

16
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 

tanpa kecelakaan  konstruksi
2,16 1,68 1,28 1,16 0,63 0,38 0,38

17 Persentase Jalan yang Berkeselamatan 1,34 2,74 4,39 6,27 8,38 10,72 10,72

18
Persentase Panjang Infrastruktur Jalan yang handal dan 

berkualitas
1,34 2,74 4,39 6,27 8,38 10,72 10,72

19 Persentase Rumah Tidak Layak Huni 11,40 10,85 10,30 9,75 9,21 8,66 8,66

20
Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Ke PU an
70,24 71,13 72,02 72,90 73,78 74,67 74,67

21 Persentase Gedung Pemerintah yang berketahanan 26,44 32,18 37,93 44,83 49,43 55,17 55,17

22
Persentase  Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar 

bangunan tahan gempa
26,44 32,18 37,93 44,83 49,43 55,17 55,17

23 Nilai Reformasi Birokrasi CC B BB A A A A

24 Nilai SAKIP B BB A A A A A

Kondisi Kinerja 

pada akhir 

Periode RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada 

Awal periode RPJMD
Target Capaian RPJMD
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 
Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu disusun sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa rencana 

pembangunan jangka menengah OPD selanjutnya disebut Renstra OPD , 

adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun dimana 

Renstra memuat tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan selama 

2021-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta 

berpedoman pada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. 

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021-2026 

dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. 

Selain itu Renstra dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.  

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Tahun 2021 -2026 

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu dalam  melaksanakan tugas-tugads 

penyelenggaraan pemeritahan, pengelolaan pembangunan, dan 

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.Perbaikan dan revisi dapat 

dilakukan bila dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan kebijakan 

yang masih tercakup dalam koridor visi dan misi dinas yang telah 

ditetapkan ini dan telah tersusun dalan rencana strategis. 

Demikian Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Palu ini buat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan 

pembangunan, khususnya pembangunan bidang infrastruktur di Kota Palu.  
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2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam 

kondisi baik 0,43 0,14 68,16 78,38 90,14
59,6 67,99 53,97 72,06

138,60 48564 79,18 91,94 0,00

2

Persentase drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak 

tersumbat

1,5 1,88 2,35 2,94 3,67 48,77 53,46 57,47 58,68

###### ###### 0,00

3 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 2,14 4,3 4,82 4,91 9,99

4
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi 

Baik
77,3 66,76 50,00 51,00 52,00

5 Rasio Jaringan Irigasi 11,58 11,85 12,01 12,28 12,52

6
Persentase penduduk berakses air 

minum 
79,27 79,58 79,76 80,13 100 65,58 65,61

82,22 81,88 0,00

7

Proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap air minum 

layak, perkotaan dan perdesaan 

26,58 29,76 38,62 44,09 100

0,00 0,00 0,00

8
Jumlah Rumah yang terlayani 

pengolahan Air Limbah Domestik
100 100 100 2,2 2,29

9
Persentase Pelaku Jasa Konstruksi 

yang memenuhi standar kompetensi
50 65 75 19,32 20,36

10

Tersedianya Bangunan Gedung Kantor 

yang sesuai standar bangunan tahan 

gempa

65,22 68,15 70,21 62,9 62,9

T-C. 23 / 2.1

Target Renstra Perangkat Daerah 

Tahun ke -
Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke -

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Kota Palu 

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

Target 

NSPK

Target 

SPM/IKK

Target Indikator Lainnya 

/IKU
No.



2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.829.861.309     1.761.183.800     2.351.942.900     3.135.072.858,00   2.319.991.281     1.547.854.494     1.950.924.307     2.385.661.789     81,98 87,89 82,95 76,10 0,77           21-              

2
Program Peningkatan Sarana Prasarana 

Aparatur
3.260.146.001     31.370.201.000   15.312.216.115   19.422.647.600,00 2.999.657.068     22.872.703.705   12.924.904.374   11.220.599.924   92,01 72,91 84,41 57,77 188,33      126            

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber  

Daya Aparatur
237.500.000         0 0 0 46.547.200           -                         -                              19,60 0,00 0,00 0,00 25,00-        25-              

4
Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 53.580.000           65.896.250           19.550.000              46.540.000           56.936.250           8.925.000             0,00 86,86 86,40 45,65 36,84-        15-              

5
Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 65.885.989.285   75.915.525.160   200.446.960.394 86.280.857.009,00 61.243.565.574   53.554.231.907   153.893.606.182 84.986.647.122   92,95 70,54 76,78 98,50 23,32        8                 

6
Program Pembangunan Saluran Drainase / 

Gorong-Gororng
18.483.139.000   10.439.749.000   2.050.681.079     1.591.012.500         18.244.482.000   9.530.322.248     1.777.811.079     1.480.355.418     98,71 91,29 86,69 93,04 225,11      61-              

7
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan
61.268.310.000   31.203.847.170   39.559.861.030   18.186.897.825,00 58.983.071.575   11.289.378.350   31.323.516.444   15.193.181.989   96,27 36,18 79,18 83,54 37,00        14-              

8
Program Pengembangan dan Pengeloaan 

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 

Pengairan Lainnya

16.742.712.000   17.840.738.600   5.298.824.314     4.774.995.600,00   16.291.876.214   8.815.419.399     5.295.715.814     2.998.405.666     97,31 49,41 99,94 62,79 41,89        57-              

9 Program Pengendalian Banjir 131.058.000         2.722.375.000     1.547.880.728     -                                 86.778.000           1.768.323.001     1.547.880.728     -                              66,21 64,96 100,00 0,00 458,52      456            

10
Program Pengembangan Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh
2.852.005.000     1.471.286.000     7.484.340.875     357.870.000            2.773.135.000     1.392.086.000     4.852.139.500     336.165.000         97,23 94,62 64,83 93,93 234,99      1                 

11 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 250.852.000         212.716.000         99.615.000           123.055.000            229.130.000         182.454.000         153.251.000         103.030.000         91,34 85,77 153,84 83,73 10,34        42-              

12
Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Kebimargaan
189.632.500         214.660.300         4.164.691.700     665.135.000,00       186.375.412         153.620.999         3.028.212.823     458.798.143         98,28 71,56 72,71 68,98 424,33      417            

13
Program  Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup
441.703.500         384.434.600         377.416.000         293.004.500            169.705.500         225.568.200         144.226.600         164.992.728         38,42 58,68 38,21 56,31 19,81-        22-              

Tabel  2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PEAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU

No. Uraian
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Rata-rata 



1

 Belum optimalnya kualitas  pembangunan 

jalan karena minimnya kondisi prasarana 

jalan

Kualitas jalan yang belum memenuhi 

beban standar jalan
1

Jumlah kendaraan yang cenderung 

meningkat setiap tahun dengan kondisi 

melebihi standar muatan jalan dan tidak 

sesuai kelas jalan

2

 Masih tingginya kondisi jalan dan 

jembatan kabupaten dalam kondisi kurang 

baik dikarenakan rendahnya kualitas jalan, 

bangunan pelengkap dan minimnya 

pemeliharaan

2
1

2

3

3
Belum optimalnya pengelolaan air bersih 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
Masih banyaknya hambatan dalam 

penanganan kebutuhan air minum 1
Sumber mata air yang ada jauh dari lokasi 

permukiman

2

3

4

4
Belum tercukupinya kebutuhan bangunan 

gedung  yang berketahanan terhadap 

2

3

 Terbatasnya SDM terkait dengan 

penyelenggaraan bangunan gedung yang 

andal dan tahan gempa

1

T-C. 25 / Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah / 3.1

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Belum optimalnya penyelesaian 

permasalahan terhadap daerah-daerah 

yang rawan genangan dan sistem drainase 

yang terintegrasi

Masih banyaknya bangunan gedung 

pemerintah dan bangunan publik yang 

kurang memadai dan belum layak secara 

teknis

Masih banyaknya daerah-daerah yang 

rawan genangan dan belu terintegrasinya 

sistem drainase kota yang perlu 

penanganan secara optimal 

Masalah Kota palu yang merupakan 

daerah lembah sehingga dapat menjadikan 

daerah-daerah tertentu menjadi daerah 

rawan genangan

Pemenuhan bangunan gedung pemerintah 

dan bangunan publik untuk pelayanan 

masyarakat tidak sebanding dengan 

ketersediaan anggaranuntuk memenuhi 

kriteria tekins bangunan tahan gempa

Masih rendahnya partisipasi masyarakat 

dalam memelihara sarana yang telah 

terbangun

Perlunya dilakukan pemeliharaan saluran 

drainase dan pembangunan saluran baru 

yang berfungsi sebagai pembawa air  yang 

teritegrasi dari hulu ke hilir
Pemenuhan bangunan air untuk 

pemenuhan infratruktur  tidak sebanding 

dengan ketersediaan anggaran

Masih adanya konflik kepentingan dalam 

pemanfaatan sumber air baku yang 

disebabkan adanya kepentingan 

peruntukan sumber air  tersebut untuk non 

air bersih maupun karena kendala 

administratif wilayah

Pelayanan Air Bersih non Perpipaan belum 

terindentifikasi secara kuantitatif maupun 

kualitatif berdasarkan kondisi air yang 

dikonsumsi

Data base bangunan gedung pemerintah 

yang belum optimal



Kondisi Awal 

Renstra

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 5 6 7 8 9

1

1

26,44 32,18 37,93 44,83 49,43 55,17

2

CC B BB A A A

1

Meningkatnya 

Kualitas infrastruktur 

Jalan

4

Meningkatkan  

kualitas infrastruktur 

yang aman, nyaman, 

dan berketahanan 

bencana 

Tabel T - C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No. Tujuan Sasaran Indikator / Tujuan / Sasaran
Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-

8,38 10,72

Persentase Jalan yang 

Berkeselamatan
1,34 2,74 4,39

49,43 55,17

1

26,44 32,18 37,93 44,83

Nilai Reformasi Birokrasi 

 Meningkatnya 

akuntabilitas, 

transparansi, dan 

kinerja pemerintahan 

Dinas Pekerjaan 

Umum

Meningkatnya 

pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal 

Bidang Ke PU an

Persentase Pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal 

bidakng Pekerjaan Umum

Persentase Gedung 

Pemerintah yang 

berketahanan

Persentase  Bangunan 

Gedung Kantor yang sesuai 

standar bangunan tahan 

gempa

Nilai SAKIP

6,27 8,38 10,72

Persentase panjang 

infrastruktur Jalan yang 

handal dan berkualitas
1,34 2,74 4,39 6,27

Persentase Rumah Tidak 

Layak Huni

Meningkatkan kinerja 

dan kualitas 

pelayanan publik 

Dinas Pekerjaan 

Umum

9,21 8,66

70,24 71,13 72,02 72,90 73,78 74,67

11,40 10,85 10,30 9,75

Meningkatnnya 

Bangunan Gedung 

Kantor yang 

berketahanan

AB BB A A A



VISI :

MISI II :

1 1 1

2 2

2 1 1

2 2

3 1 1

MISI IV :

Meningkatkan layanan jumlah 

rumah tangga yang memperoleh 

layanan pengolahan air limbah 

domestik

Meningkatkan kinerja dan 

kualitas pelayanan publik Dinas 

Pekerjaan Umum

Meninngkatnya Birokrasi yang 

Bersih dan Akuntabel

Menerapkan sistem 

perencanaan, pemprograman, 

pendanaan dan pembiayaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan 

evaluasi yang terpadu

Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani

Tujuan Sasaran Srategi Arah Kebijakan

Menjalankan Sistem 

Pemerintahan yang akuntabel 

dan transparan

Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistim Air Limbah Domestik

Meningkatkan kualitas bangunan 

gedung yang memenuhi standar 

bangunan tahan gempa

Membangun dan 

mengembangkan Sistim Struktur 

bangunan tahan gempa 

Meningkatnnya Bangunan 

Gedung Kantor yang 

berketahanan

Meningkatnya infrastruktur 

Jalan

Meningkatnya pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Ke PU an

Meningkatkan  kualitas 

infrastruktur yang aman, 

nyaman, dan berketahanan 

Meningkatkan kualitas  drainase 

dalam kondisi baik 

Membangun Sistem Drainase 

yang terintegrasi dari hulu ke 

hilir

Meningkatkan kualitas layanan 

rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap air 

minum layak di Wilayah 

Pengelolaan dan pengembangan 

Sistim Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Wilayah perkotaan 

Meningkatkan  kualitas  jalan 

dalam kondisi mantap 

Membangun, meningkatkan dan 

memelihara prasarana  jalan 

yang terintegrasi dengan pusat - 

pusat kegiatan kota

Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan 

Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan

Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap 

bencana



Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-2 -3 -4 -6 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -20 -21

 Rp 231.823.920  Rp             15.709.594.009 -Rp                   333.401.578 

1 03 01 
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
20 %  Rp           16.182.024.050 20 %  Rp           19.426.036.350 20 %  Rp             15.941.417.929 20 %  Rp              17.370.455.331 20 %  Rp             17.607.500.865 100 %  Rp          63.819.882.253 

1 03 01 2.01 - Nilai SAKIP B Nilai 146.794.996Rp                 B Nilai 161.474.496Rp                 B Nilai 165.158.345Rp                   B Nilai 181.674.180Rp                    B Nilai 199.841.597Rp                   B Nilai 854.943.614Rp                

1 03 01 2.01 

01
-

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Yang disusun
1 Dok 29.840.000Rp                      1 Dok 32.824.000Rp                      1 Dok  Rp                        36.106.400 1 Dok  Rp                        39.717.040 2 Dok  Rp                        43.688.744 6 Dok 182.176.184Rp 

1 03 01 2.01 

02
-

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 Dok 21.742.500Rp                      1 Dok 23.916.750Rp                      1 Dok  Rp                        26.308.425 1 Dok  Rp                        28.939.268 1 Dok  Rp                        31.833.194 5 Dok 132.740.137Rp 

1 03 01 2.01 

03
-

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

yang disusun
1 Dok  Rp                                      - 1 Dok -Rp                                      1 Dok  Rp                                       -   1 Dok  Rp                                       -   1 Dok  Rp                                      -   5 Dok -Rp 

1 03 01 2.01 

04
-

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 Dok 25.177.000Rp                      1 Dok 27.694.700Rp                      1 Dok  Rp                        30.464.170 1 Dok  Rp                        33.510.587 1 Dok  Rp                        36.861.646 5 Dok 153.708.103Rp 

1 03 01 2.01 

05
-

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 

yang disusun
1 Dok  Rp                      10.300.496 1 Dok 11.330.546Rp                      1 Dok  Rp                                       -   1 Dok  Rp                                       -   1 Dok  Rp                                      -   5 Dok 21.631.042Rp 

1 03 01 2.01 

06
-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
1 Dok 19.800.000Rp                      1 Dok 21.780.000Rp                      1 Dok  Rp                        23.958.000 1 Dok  Rp                        26.353.800 1 Dok  Rp                        28.989.180 5 Dok 120.880.980Rp 

1 03 01 2.01 

07
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang disusun
1 Dok 39.935.000Rp                      1 Dok 43.928.500Rp                      1 Dok  Rp                        48.321.350 1 Dok  Rp                        53.153.485 1 Dok  Rp                        58.468.834 5 Dok 243.807.169Rp 

1 03 01 2.02 -
Jumlah Laporan administrasi keuangan 

yang disusun
2 Lap 8.009.522.244Rp              2 Lap 8.810.474.468Rp             2 Lap 9.691.521.915Rp                2 Lap 10.660.674.107Rp              2 Lap 10.726.741.517Rp             10 Lap 47.898.934.252Rp          

1 03 01 2.02 

01
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Laporan pembiayaan gaji dan 

tunjangan disusun
1 Lap 7.979.557.244Rp                 1 Lap 8.777.512.968Rp                 1 Lap  Rp                   9.655.264.265 1 Lap  Rp                 10.620.790.692 1 Lap  Rp                 10.682.869.761 5 Lap 47.715.994.930Rp 

1 03 01 2.02 

05
-

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang 

disusun
1 Lap 29.965.000Rp                      1 Lap 32.961.500Rp                      1 Lap  Rp                        36.257.650 1 Lap  Rp                        39.883.415 1 Lap  Rp                        43.871.757 5 Lap 182.939.322Rp 

1 03 01 2.03 -
Jumlah Laporan pengelolaan Barang Milik 

Daerah
1 Lap 119.250.000Rp                 1 Lap 131.175.000Rp                 1 Lap 144.292.500Rp                   1 Lap 158.721.750Rp                    1 Lap 174.593.925Rp                   5 Lap 728.033.175Rp                

1 03 01 2.03 

04 
-

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang 

Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun
1 Lap 119.250.000Rp                    1 Lap 131.175.000Rp                    1 Lap  Rp                      144.292.500 1 Lap  Rp                      158.721.750 1 Lap  Rp                      174.593.925 5 Lap 728.033.175Rp 

1 03 01 2.05 -
Jumlah ASN yang telah memiliki Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur yang diikuti
2 Org 202.400.000Rp                 2 Org 222.640.000Rp                 2 Org 148.104.000Rp                   2 Org 162.914.400Rp                    2 Org 179.205.840Rp                   10 Lap 747.264.240Rp                

1 03 01 2.05 

01
-

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 
Jumlah Pakaian Dinas yang di adakan 250 Pasang  Rp                      80.000.000 2 Org  Rp                     88.000.000 2 Org  Rp                                       -   2 Org  Rp                                       -   2 Org  Rp                                      -   258 Lap 168.000.000Rp 

1 03 01 2.05 

11
-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang - Undangan

Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan 

Bimbingan Teknis
2 Org  Rp                    122.400.000 2 Org  Rp                   134.640.000 2 Org  Rp                      148.104.000 2 Org  Rp                      162.914.400 2 Org  Rp                      179.205.840 10 Lap 747.264.240Rp 

1 03 01 2.06 -
Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administarsi 

Umum yang diLaksanakan
141 Jenis  Rp             1.986.462.752 151 Jenis  Rp             2.189.249.035 161 Jenis  Rp                1.281.084.084 166 Jenis  Rp                1.319.192.492 178 Jenis  Rp               1.451.111.742 796  Rp            8.227.100.105 

1 03 01 2.06 

01 
-

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah kebutuhan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor yang 

dipenuhi

14 Jenis 6.376.760Rp                        15 Jenis 7.014.436Rp                        17 Jenis  Rp                          7.715.880 19 Jenis  Rp                          8.487.468 20 Jenis  Rp                          9.336.214 85 Jenis 38.930.757Rp 

1 03 01 2.06 

02
-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah kebutuhan peralatan  dan 

perlengkapan kantor yang dipenuhi
29 Unit 802.705.500Rp                    32 Unit 882.976.050Rp                    35 Unit  Rp                      100.000.000 39 Unit  Rp                      110.000.000 42 Unit  Rp                      121.000.000 177 Unit 2.016.681.550Rp 

1 03 01 2.06 

04
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor 

yang dipenuhi
45 Jenis  Rp                    100.705.410 49,5 Jenis 110.775.951Rp                    54 Jenis  Rp                      121.853.546 60 Jenis  Rp                      134.038.901 66 Jenis  Rp                      147.442.791 275 Unit 614.816.599Rp 

1 03 01 2.06 

05
-

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah belanja barang cetakan dan 

penggandaan dokumen yang dipenuhi
7 Jenis  Rp                      41.400.082 7,7 Jenis 49.680.098Rp                      8 Jenis  Rp                        54.648.108 3 Jenis  Rp                        60.112.919 3 Jenis  Rp                        66.124.211 29 Unit 271.965.419Rp 

1 03 01 2.06 

06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah belanja pembayaran rekening surat 

kabar harian dan mingguan
8 Jenis  Rp                      18.680.000 8 Jenis 20.548.000Rp                      8 Jenis  Rp                        22.602.800 8 Jenis  Rp                        24.863.080 8 Jenis  Rp                        27.349.388 40 Unit 114.043.268Rp 

1 03 01 2.06 

08
- Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu 

yang dipenuhi
3 Jenis  Rp                      61.375.000 3 Jenis 67.512.500Rp                      3 Jenis  Rp                        74.263.750 3 Jenis  Rp                        81.690.125 3 Jenis  Rp                        89.859.138 15 Unit 374.700.513Rp 

1 03 01 2.06 

09
-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah ASN yang mengikuti rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi 
35 Kali 955.220.000Rp                    35 Kali 1.050.742.000Rp                 35 Kali  Rp                      900.000.000 35 Kali  Rp                      900.000.000 35 Kali  Rp                      990.000.000 175 Unit 4.795.962.000Rp 

1 03 01 2.07 -
Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang 

diLaksanakan
40 Unit 2.030.075.918Rp              47 Unit 3.854.753.397Rp             23 Unit 49.360.135Rp                      18 Unit 54.296.149Rp                      13 Unit 59.725.763Rp                     12 Unit 65.698.340Rp                  

1 03 01 2.07 

01
-

Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang 

diadakan
2 Unit  Rp                    800.000.000 0 Unit  Rp                   500.000.000 2 Unit  Rp                                       -   2 Unit  Rp                                       -   2 Unit  Rp                                      -   2 Unit  Rp                                   -   

1 03 01 2.07 

05
- Pengadaan Alat Besar Jumlah kebutuhan Alat Besar  yang dipenuhi 6 Unit  Rp                 1.189.282.418 0 Unit  Rp                3.309.880.547 1 Unit  Rp                                       -   1 Unit  Rp                                       -   1 Unit  Rp                                      -   0 Unit  Rp                                   -   

1 03 01 2.07 

05
- Pengadaan Mebel

Jumlah kebutuhan peralatan  dan 

perlengkapan yang dipenuhi
32 Unit  Rp                      40.793.500 47 Unit  Rp                     44.872.850 20 Unit  Rp                        49.360.135 15 Unit  Rp                        54.296.149 10 Unit  Rp                        59.725.763 10 Unit  Rp                     65.698.340 

1 03 01 2.08 -
Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang 

diLaksanakan
12 Bulan  Rp             2.409.688.140 12 Bulan  Rp             2.650.656.954 12 Bulan  Rp                2.915.722.649 12 Bulan  Rp                3.207.294.914 12 Bulan  Rp               3.028.024.406 12 Bulan  Rp            3.330.826.846 

1 03 01 2.08 

02
-

Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Belanja Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya air, Listrik, TV Kabel dan Jaringan 

Internet

12 Bulan  Rp                    208.800.000 12 Bulan  Rp                   229.680.000 12 Bulan  Rp                      252.648.000 12 Bulan  Rp                      277.912.800 12 Bulan  Rp                      305.704.080 12 Bulan  Rp                   336.274.488 

1 03 01 2.08 

04
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah belanja pelayanan umum kantor 12 Bulan  Rp                 2.200.888.140 12 Bulan  Rp                2.420.976.954 12 Bulan  Rp                   2.663.074.649 12 Bulan  Rp                   2.929.382.114 12 Bulan  Rp                   2.722.320.326 12 Bulan  Rp                2.994.552.358 

1 03 01 2.09 -
Jumlah Pelayanan Administarsi Umum yang 

diLaksanakan
52 Unit  Rp             1.277.830.000 52 Unit  Rp             1.405.613.000 52 Unit  Rp                1.546.174.300 52 Unit  Rp                1.625.687.340 52 Unit  Rp               1.788.256.074 52 Unit  Rp            1.967.081.681 

1 03 01 2.09 

01
-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan  dan pajak kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

jabatan

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan 

yang diadakan
20 Unit 352.560.000Rp                    20 Unit  Rp                   387.816.000 20 Unit  Rp                      426.597.600 20 Unit  Rp                      469.257.360 20 Unit  Rp                      516.183.096 20 Unit  Rp                   567.801.406 

1 03 01 2.09 

02
-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan  Pajak dan Perizinan Kendaraan  

Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Untuk Belanja Jasa Servis 

KIR Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK 

yang diadakan 

32 Unit  Rp                    263.705.000 32 Unit  Rp                   290.075.500 32 Unit  Rp                      319.083.050 32 Unit  Rp                      350.991.355 32 Unit  Rp                      386.090.491 32 Unit  Rp                   424.699.540 

1 03 01 2.09 

03
-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan  Dan Perizinan Alat Besar
Jumlah Alat Besar yang di pelihara 4 Unit  Rp                    454.875.000 4 Unit  Rp                   500.362.500 4 Unit  Rp                      550.398.750 4 Unit  Rp                      605.438.625 4 Unit  Rp                      665.982.488 4 Unit  Rp                   732.580.736 

1 03 01 2.09 

06
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara 140 Unit  Rp                    206.690.000 140 Unit  Rp                   227.359.000 140 Unit  Rp                      250.094.900 140 Unit  Rp                      200.000.000 140 Unit  Rp                      220.000.000 140 Unit  Rp                   242.000.000 

-16 -18-5 -8 -10 -12 -14

Meningkatkan kinerja dan 

kualitas pelayanan publik 

Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatnya 

akuntabilitas, 

transparansi, dan kinerja 

pemerintahan Dinas 

Pekerjaan Umum

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

TARGET  TARGET  TARGET  

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang  Urusan Pemerintah 

Daerah

Pemeliharaan Barang  Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

LOKASI
TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD

TARGET  

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kota Palu

Tahun 2022-2026

TUJUAN SASARAN
KODE 

REKENING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAAN 

(2021)
TARGET  TARGET  

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA 

PD 

PENANGGUNG 

JAWAB



Rp Rp Rp Rp Rp RpTARGET  TARGET  TARGET  

LOKASI
TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD

TARGET  

TUJUAN SASARAN
KODE 

REKENING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAAN 

(2021)
TARGET  TARGET  

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA 

PD 

PENANGGUNG 

JAWAB

Meningkatnya Kualitas 

Layanan Infrastruktur 

Sumber Daya Air
1 03 02 Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik 33,20 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % #REF! % #REF! %

0 Rasio jaringan irigasi 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 400 %

1 03 02 2.01 -
Persentase Bangunan Gedung yang 

memenuhi standar teknis bangunan Gedung
0,00 %  Rp                 772.945.000 0,00 %  Rp                750.239.500 0,00 %  Rp                   625.263.450 0,00 %  Rp                   607.771.505 0,00 %  Rp                   618.548.656 0 %  Rp        178.943.507.367 

1 03 02 2.01 

53
-

Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan 

Tebing Sungai 

 Luas Daerah yang rawan banjir yang di 

pelihara
0 Ha Ha Ha Ha 88.508.656Rp              Ha Ha

Presentase Sungai yang dipelihara 0 Sungai 0 Sungai 0 Sungai 0 Sungai 0 Sungai 0 Sungai

1 03 02 2.02 - Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik 0,00 %  Rp             4.589.375.000 0,00 %  Rp             4.647.646.396 0,00 %  Rp                4.537.186.828 0,00 %  Rp                4.990.905.510 0,00 %  Rp               5.089.996.061 0 %  Rp            5.598.995.668 

1 03 02 2.02 

01
-

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 

Irigasi dan Rawa

Jumlah Dokumen Perencanaan yang 

dihasilkan
1 1 Dok.  Rp                    103.900.000 1 Dok.  Rp                   114.290.000 1 Dok.  Rp                      125.719.000 1 Dok.  Rp                      138.290.900 1 Dok.  Rp                      152.119.990  Rp                         5 Dok.  Rp                   167.331.989 

1 03 02 2.02 

14
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Irigasi yang di bangun 7.126               Km  Rp                 4.102.585.000 7.838,95                    Km  Rp                4.112.177.396 8.622,85                  Km  Rp                   3.948.170.928 9.485,13                    Km  Rp                   4.342.988.020 10.433,64                        Km  Rp                   4.377.286.822                  43.506,89 Km  Rp                4.815.015.505 

1 03 02 2.02 

21
-

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Permukaan
Luas Daerah Irihasi yang di pelihara 1.582               Meter  Rp                    382.890.000 1.741                       Meter  Rp                   421.179.000 1.915                     Meter  Rp                      463.296.900 2.106                        Meter  Rp                      509.626.590 2.317                             Meter  Rp                      560.589.249                    9.659,97 Meter  Rp                   616.648.174 

1 03 03 Persentase penduduk berakses air minum 67,11 73,82 % 81,20 % 89,32 % 98,26 % 108,08 % 108,08 %

Proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap air minum layak, 

perkotaan dan pedesaan

0 %

Meningkatnya pemenuhan 

Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Ke PU an 1 03 03 2.01 -
Persentase Ketersediaan Air Bersih dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari
20,00 %  Rp           10.469.520.000 20,00 %  Rp           10.538.959.693 20,00 %  Rp             10.079.289.643 20,00 %  Rp              10.930.989.008 20,00 %  Rp             11.103.795.395 100 %  Rp          12.214.174.934 

1 03 03 2.01 

01
-

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis SPAM
Jumlah Dokumen Perencanaan SPAM 1 Dok.  Rp                    102.125.000 1 Dok.  Rp                   112.337.500 1 Dok.  Rp                      123.571.250 1 Dok.  Rp                      135.928.375 1 Dok.  Rp                      149.521.213                           5,00 Dok.  Rp                   164.473.334 

1 03 03 2.01 

02
-

Supervisi 

Pembangunan/Peningkatan/Perluasan / 

Perbaikan SPAM

Jumlah Dokumen Pengawasan SPAM 1 Dok.  Rp                    304.525.000 1 Dok.  Rp                   334.977.500 1 Dok.  Rp                      368.475.250 1 Dok.  Rp                      405.322.775 1 Dok.  Rp                      445.855.053                           5,00 Dok.  Rp                   490.440.558 

1 03 03 2.01 

03
-

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di 

kawasan Perkotaan

Panjang Jaringan Perpipaan yang 

terpasang/Tersambung
30.186             Km  Rp                 9.271.600.000 33.204                       Km  Rp                9.221.247.693 36.524                     Km  Rp                   8.629.806.443 40.177                       Km  Rp                   9.336.557.488 44.195                             Km  Rp                   9.349.920.723                184.285,59 Km  Rp              10.284.912.795 

1 03 03 2.01 

15
-

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di 

Kawasan Perkotaan
Panjang Jaringan yang di pelihara 2349,62 m  Rp                    791.270.000 2584,59 m  Rp                   870.397.000 2843,05 m  Rp                      957.436.700 3127,35 m  Rp                   1.053.180.370 3440,08 m  Rp                   1.158.498.407                  14.344,69 m  Rp                1.274.348.248 

1 03 05 
Persentase Jumlah layanan Limbah 

Domestik
33,20 33,23 %  Rp                 401.263.710 33,23 %  Rp                403.925.115 33,23 %  Rp                   386.307.410 33,23 %  Rp                   418.950.363 33,23 %  Rp                   352.451.520 33,23 %  Rp            1.962.898.118 

1 03 05 2.01 - Presentase Pengeloaan Limbah Domestik 20,00 %  Rp                 401.263.710 20,00 %  Rp                403.925.115 20,00 %  Rp                   386.307.410 20,00 %  Rp                   418.950.363 20,00 %  Rp                   352.451.520 100 %  Rp                387.696.672 

1 03 05 2.01 

08
-

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat 

terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik

 Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi 8 Kec  Rp                    111.650.000 8 Kec  Rp                     85.350.034 8 Kec  Rp                        65.874.820 8 Kec  Rp                        66.474.515 0 Kec  Rp                                        -                         32,00 Kec  Rp                                     - 

1 03 05 2.01 

10
-

Operasi dan Pemeliharaan Sistem 

Pengeloaan Air Limbah Domestik

Presentase masyarakat yang melakukan 

penyedotan lumpur tinja
400 Layanan  Rp                    289.613.710 Layanan  Rp                   318.575.081 Layanan  Rp                      320.432.589 Layanan  Rp                      352.475.848 Layanan  Rp                      352.451.520 Layanan  Rp                   387.696.672 

1 03 06 
Presentase berkurangnya Daerah Rawan 

banjir
33,20 33,20 %  Rp             7.903.815.000 33,20 %  Rp             7.956.237.507 33,20 %  Rp                7.609.216.150 33,20 %  Rp                8.252.194.455 33,20 %  Rp               8.382.652.175 33,20 %  Rp            9.220.917.393 

1 03 06 2.01 - 20,00 %  Rp             7.903.815.000 20,00 %  Rp             7.956.237.507 20,00 %  Rp                7.609.216.150 20,00 %  Rp                8.252.194.455 20,00 %  Rp               8.382.652.175 100 %  Rp            9.220.917.393 

1 03 06 2.01 

01
-

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 

Jumlah Dokumen Perencanaan yang 

dihasilkan
1 Dok.  Rp                    102.625.000 1 Dok.  Rp                   112.887.500 1 Dok.  Rp                      124.176.250 1 Dok.  Rp                      136.593.875 1 Dok.  Rp                      150.253.263                           5,00 Dok.  Rp                   165.278.589 

1 03 06 2.01 

03
-

Supervisi Pembangunan / 

Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase 

Perkotaan

Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan 1 Dok  Rp                    357.100.000 1 Dok  Rp                   392.810.000 1 Dok  Rp                      332.091.000 1 Dok  Rp                      365.300.100 1 Dok  Rp                      401.830.110                           5,00 Dok  Rp                   442.013.121 

1 03 06 2.01 

06
- Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun 2101 Meter  Rp                 6.140.325.000 2.416,15                    Km  Rp                6.016.398.507 2778,5725 Km  Rp                   6.075.393.250 3195,358375 Km  Rp                   6.664.989.265 3674,662131 Km  Rp                   6.936.726.466                  14.165,74 Km  Rp                7.630.399.113 

1 03 06 2.01 

09
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Panjang Drainase Perkotaan yang 

dipelihara
28000 Km  Rp                 1.303.765.000 32200 Km  Rp                1.434.141.500 37030 Km  Rp                   1.077.555.650 42584,5 Km  Rp                   1.085.311.215 48972,175 Km  Rp                      893.842.337                188.786,68 Km  Rp                   983.226.570 

Meningkatnnya Bangunan 

Gedung Kantor yang 

berketahanan
1 03 08 Rasio bangunan Andal 33,20 #REF! % #REF! % #REF! % #REF! % #REF! % #REF! %

Tersedianya pedoman Harga Standar 

Bangunan Gedung Negara di Kabupaten  

/kota

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 %

1 03 08 2.01 -

Persentase tersedianya bangunan gedung 

kantor yang andal sesuai standar bangunan 

tahan gempa 

%  Rp           72.929.187.353 %  Rp           20.363.358.600 %  Rp             19.475.184.971 #REF! %  Rp              21.120.836.924 #REF! %  Rp             21.454.733.105 #REF! %  Rp          23.600.206.415 

1 03 08 2.01 

02

Perencanaan Pembangunan , Pengawasan 

dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 

Kabupaten Kota

Jumlah Bangunan yang andal dan sesuai 

struktur bangunan tahan gempa yang di 

bangun

7 Bangunan 10 Bangunan 7 Bangunan 7 Bangunan 7 Bangunan                         38,00 Bangunan

Jumlah Perencanaan Bangunan yang akan di 

bangun
4 Dok 5 Dok 6 Dok 7 Dok 8 Dok                         30,00 Dok

Meningkatnya Kualitas 

infrastruktur Jalan 1 03 10 Persentase Jalan Mantap 100,00 % 79.029.621.172Rp           100,00 % 76.553.789.676Rp           100,00 % 75.816.684.479Rp              100,00 % 82.314.036.641Rp              100,00 % 83.747.970.284Rp             500,00 % 323.228.406.902Rp        

1 03 10 2.01 -
Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan 

Sedang
5 Km 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 25 Lap

Persentase jembatan dalam kondisi baik 3 Unit 3 Unit 3 Bangunan 3 Bangunan 3 Bangunan 3 Bangunan

Meningkatkan  kualitas 

infrastruktur yang aman, 

nyaman, dan berketahanan 

bencana 

83.747.970.284Rp             323.228.406.902Rp        

Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air 

Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / 

Kota

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pengelolaan dan Pengembangan Sistim 

Drainase yang terhubung Langsung dengan 

sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota

Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota

79.029.621.172Rp           76.553.789.676Rp           75.816.684.479Rp              82.314.036.641Rp              

 Rp               72.929.187.353  Rp              20.363.358.600  Rp                 19.475.184.971  Rp                 21.120.836.924 

Penataan Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah Daerah 

Kota Palu, Pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan Sertipikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 

Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 

yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam Daerah 

Kabupaten / Kota 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum

 Rp           10.469.520.000  Rp           10.538.959.693  Rp             10.079.289.643  Rp              10.930.989.008  Rp             11.103.795.395  Rp          53.122.553.739 

 Rp                 21.454.733.105  Rp              23.600.206.415 

 Rp           72.929.187.353  Rp           20.363.358.600  Rp             19.475.184.971  Rp              21.120.836.924  Rp             21.454.733.105  Rp        155.343.300.952 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

 Rp          27.229.877.906 

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 

(Satu) Daerah Kabupaten / Kota

 Rp                 772.945.000  Rp                750.239.500  Rp                   625.263.450  Rp                   607.771.505  Rp                   618.548.656  Rp                680.403.521 

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

 Rp             5.362.320.000  Rp             5.397.885.896  Rp                5.162.450.278  Rp                5.598.677.015  Rp               5.708.544.717 



Rp Rp Rp Rp Rp RpTARGET  TARGET  TARGET  

LOKASI
TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD

TARGET  

TUJUAN SASARAN
KODE 

REKENING
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAAN 

(2021)
TARGET  TARGET  

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA 

PD 

PENANGGUNG 

JAWAB

1 03 10 2.01 

01 
-

Penyusunan Rencana, kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan 

dan Jembatan

Jumlah Perencanaan Teknis Jalan yang di 

hasilkan
3 Dok 853.745.000Rp                    3 Dok 939.119.500Rp                    3 Dok  Rp                   1.033.031.450 3 Dok  Rp                   1.136.334.595 3 Dok  Rp                   1.249.968.055                         15,00 Dok  Rp                5.212.198.600 

1 03 10 2.01 

02 
-

Pembebasan Lahan/Tanah untuk 

Penyelenggaraan Jalan 
Jumlah Lahan yang dibebaskan untuk Jalan M -Rp                                       M 2.000.000.000Rp                 267.266.088Rp       M  Rp                   2.200.000.000 M  Rp                   2.420.000.000 M  Rp                   2.412.652.074 267266088,2 M  Rp                9.032.652.074 

1 03 10 2.01 

04 
- Survey Kondisi Jalan/ Jembatan

Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi 

Baik sedanng dan rusak
2 Dok 567.580.000Rp                    2 Km 624.338.000Rp                    2 Km  Rp                      686.771.800 2 Km  Rp                      700.000.000 2 Km  Rp                      770.000.000                         10,00 Km  Rp                3.348.689.800 

1 03 09 2.01 

05
- Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang di tingkatkan / di bangun 14.825             Km 14.108.559.619Rp               16.307,50                  Km 15.519.415.581Rp               17.938,25                Km  Rp                 16.071.357.139 19.732,08                  Km  Rp                 17.678.492.853 21.705,28                        Km  Rp                 17.446.342.138                  90.508,11 Km  Rp              80.824.167.330 

1 03 09 2.01 

09
- Rehabiltasi Jalan Panjang Jalan yang di Rehabilitasi 57.887             Km 40.245.053.500Rp               63.675,70                  Km 45.527.712.050Rp               70.043,27                Km  Rp                 43.427.999.090 77.047,60                  Km  Rp                 46.741.931.693 84.752,36                        Km  Rp                 48.868.002.767                353.405,92 Km  Rp            224.810.699.099 

1 03 09 2.01 

10
- Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala 8.610               Km 11.692.901.553Rp               9.471,00                    Km 5.483.398.096Rp                 10.418,10                Km  Rp                   6.031.737.905 11.459,91                  Km  Rp                   6.634.911.696 12.605,90                        Km  Rp                   5.298.402.865                  52.564,91 Km  Rp              35.141.352.115 

1 03 09 2.01 

11
- Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin 400 Km 10.054.369.500Rp               440 Km 6.059.806.450Rp                 484 Km  Rp                   5.665.787.095 532,4 Km  Rp                   6.232.365.805 585,64 Km  Rp                   6.855.602.385 2442 Km  Rp              34.867.931.234 

1 03 09 2.01 

11
- Pemeliharaan Rutin Jembatan

Panjang Jembatan yang dipelihara secara 

rutin
2 Km 1.507.412.000Rp                 2 Km 400.000.000Rp                    2,2 Km  Rp                      700.000.000 2,42 Km  Rp                      770.000.000 2,662 Km  Rp                      847.000.000 11 Km  Rp                4.224.412.000 

Meningkatnya Jumlah 

Pelaku Jasa Konstruksi 

yang berkompetensi
1 03 11 

Persentase pelaku jasa konstruksi yang 

memenuhi standar kompetensi 
20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %

JUmlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi 

setiap tahun
75% 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %

1 03 11 2.01 - Jumlah Tenaga Terampil yang di hasilkan 40 Orang 188.222.791Rp                 40 Peraturan 184.155.314Rp                 40 Peraturan 202.570.846Rp                   40 Peraturan 222.827.930Rp                    40 Peraturan 176.651.662Rp                   200 Lap 974.428.543Rp                

1 03 11 2.01 

04
-

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil 

Konstruksi
Jumlah Tenaga Terampil yang terlatih -Rp                        0 40 Orang 188.222.791Rp                    40 Orang 184.155.314Rp                    40 Orang  Rp                      202.570.846 40 Orang  Rp                      222.827.930 40 Orang  Rp                      176.651.662 200 Orang  Rp                   974.428.543 

1 03 11 2.02 -
'Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi 

yang dilaksanakan
1 Sistem 56.935.000Rp                   1 Lap 62.628.500Rp                   1 Lap 68.891.350Rp                      1 Lap 75.780.485Rp                      1 Lap 83.358.534Rp                     5 Lap 347.593.869Rp                

1 03 11 2.02 

02 
-

Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan 

Informsi Jasa Konstruksi

Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi 

yang dihasilkan
1 Sistem 56.935.000Rp                      1 Lap 62.628.500Rp                      1 Lap  Rp                        68.891.350 1 Lap  Rp                        75.780.485 1 Lap  Rp                        83.358.534 5 Lap  Rp                   347.593.869 

 Rp                                                     62.628.500 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 

Konstruksi

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan daerah Kabupaten/ Kota

Pengembangan Jasa Konstruksi

245.157.791Rp                 246.783.814Rp                 271.462.196Rp                   298.608.415Rp                    260.010.196Rp                   1.322.022.411Rp             



2020 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik 63,69 67,45 71,56 76,14 81,07 86,23 86,23

2 Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47

3 Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) 87,35 92,07 96,80 100,00 100,00 100,00 100,00

4
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran 

pembuangan air (minimal 1,5)
1,34 2,74 4,39 6,27 8,38 10,72 10,72

5
Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan 

aliran air tidak tersumbat
58,68 61,68 63,18 64,68 66,18 67,68 67,68

6 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 57,81 54,02 50,23 46,44 42,65 38,86 38,86

7 Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik 35,69 36,89 39,28 39,28 40,48 41,68 41,68

8 Rasio jaringan irigasi 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14

9 Persentase penduduk berakses air minum 94,91 95,31 95,71 96,11 96,51 96,92 96,92

10
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan 

terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan
30,44 31,11 31,78 32,45 33,12 33,79 33,79

11
Rasio lias daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang 

dilayani oleh jaringan irigasi
80,14 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14 80,14

12

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses 

terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan 

bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah 

tangga diseluruh kabupaten/kota

94,91 95,31 95,71 96,11 96,51 96,92 96,92

13
Peresentase jumlah runah tangga yang memperoleh layanan 

pengolahan air limbah domestik
5,21 5,75 6,42 7,22 8,16 9,23 9,23

14 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota 63,69 67,45 71,56 76,14 81,07 86,23 86,23

15
Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki 

sertifikat kompetensi
38,31 40,81 44,56 48,31 52,06 55,81 55,81

16
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 

tanpa kecelakaan  konstruksi
2,16 1,68 1,28 1,16 0,63 0,38 0,38

17 Persentase Jalan yang Berkeselamatan 1,34 2,74 4,39 6,27 8,38 10,72 10,72

18
Persentase Panjang Infrastruktur Jalan yang handal dan 

berkualitas
1,34 2,74 4,39 6,27 8,38 10,72 10,72

19 Persentase Rumah Tidak Layak Huni 11,40 10,85 10,30 9,75 9,21 8,66 8,66

20
Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Ke PU an
70,24 71,13 72,02 72,90 73,78 74,67 74,67

21 Persentase Gedung Pemerintah yang berketahanan 26,44 32,18 37,93 44,83 49,43 55,17 55,17

22
Persentase  Bangunan Gedung Kantor yang sesuai standar 

bangunan tahan gempa
26,44 32,18 37,93 44,83 49,43 55,17 55,17

23 Nilai Reformasi Birokrasi CC B BB A A A A

24 Nilai SAKIP B BB A A A A A

Kondisi Kinerja 

pada akhir 

Periode RPJMD

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada 

Awal periode RPJMD
Target Capaian RPJMD
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